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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan dibentuk dengan tujuan mencapai suatu target tertentu. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, modal sangat diperlukan, di antaranya adalah sumber 

daya manusia, yang lebih dikenal sebagai karyawan atau pekerja. Kehadiran 

perusahaan dalam pembangunan rangka ketenagakerjaan tercermin dalam 

pertumbuhan jumlah pekerja/karyawan secara signifikan. Sebagai pemberi kerja, 

perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja/karyawan, dan 

sebaliknya, pekerja/karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban sesuai isi perjanjian kerja. Hak dan kewajiban keduanya terbentuk 

ketika hubungan kerja dimulai.
1
 

Hubungan kerja merujuk pada interaksi antara pekerja/karyawan dan 

perusahaan setelah terbentuknya perjanjian kerja yang melibatkan unsur pekerja, 

perintah, dan upah. Perjanjian kerja sendiri merupakan kesepakatan antara 

pekerja/karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja, yang mencakup syarat-

syarat kerja, hak, dan kewajiban yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.  

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum dan bukan sebuah negara 

kekuasaan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah 

negara hukum”
2
 dalam konsep hukum menjamin adanya perlindungan terhadap 

hak asasi manusia. 

                                                           
1
 Zainal, A, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persa  pekerja/da, Jakarta, 

2010,    hlm. 95. 
2
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat (3) 
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Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangatlah penting, sesuai dengan 

pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 (2) 

tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 
3
Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi 

lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu 

tenaga kerja untuk memperoleh hak-hak nya maka dirumuskanlah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 

Timbulnya kecelakaan kerja terhadap pekerja menjadi masalah bagi 

kelangsungan suatu perusahaan, Kecelakaan kerja, sering terjadi di lingkungan 

perusahaan dan merupakan salah satu masalah yang kerap dialami para pekerja, 

faktor terjadinya kecelakaan kerja dapat berasal dari perilaku pekerja maupun 

kondisi lingkungan kerja. 

 Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai insiden yang terkait dengan 

aktifitas kerja, termasuk pula penyakit yang timbul akibat hubungan dengan kerja 

baik pun sedang bekerja di luar jam kerja, kecelakaan kerja merupakan risiko 

yang harus dihadapi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaanya
4
, adapun contoh 

kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam hal lain yaitu  

1. Kecelakaan karena pekerja dalam organisasi, khususnya pemusnahan mesin, 

peralatan, dan material lainya. 

2. Kecelakaan lalu lintas pada saat menuju keperusahaan seperti sering terjadi 

kecelakaan saat melintas jalan raya. 

                                                           
3
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 27 ayat (2) 

4
 Tim Visi Yustisia, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, cet. 1, (Jakarta: Transmedia 

Pustaka, 2014), Hlm. 8. 
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3. Kecelakaan kimia dimana Pekerja yang berurusan dengan bahan kimia 

berpotensi terkena paparan berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan 

atau luka bakar. 

Untuk itu diperlukan  perlindungan yang pasti untuk para setiap pekerja, 

maka peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam suatu perusahaan harus 

didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja
5
. Agar setiap perkerja 

mempunyai hak untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja, dengan  begitu 

setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima santunan 

kecelakaan kerja ddan jjuga ganti rugi atas kecelakaan kerja  yang terjadi pada 

pekerja. Ada pun  contoh kasus yang terjadi ialah empat pekerja di pabrik gula 

tewas, tersiram air panas di cilacap. Kejadian tragis ini terjadi saat pekerja sedang 

membersihkan tangki gula kristal. Operator kran tidak menyadari masih ada 

pekerja di dalam tangki, sehingga air panas keluar dan menyebabkan kematian 

empat pekerja serta luka parah pada satu pekerja lainnya. Perusahaan diduga 

menutup-nutupi insiden ini.  
6
Maka perusahaaan wajib memberikan perlindungan 

hukum bagi pekerja yang terkena musibah kecelakaan kerja  tersebut. 

Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja, perlindungan 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku
7
. Menurut UU Ketenagakerjaan pada pasal 99 Ayat (1) dikatakan bahwa 

setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 

tenaga kerja.
8
maka setiap perusahaan wajib mendaftarkan setiap perkerjanya 

                                                           
5
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Penerbit Sinar 

Grafika, 2009), Hlm. 6 
6
 https://id.scribd.com/doc/294419651/Kasus-Kecelakaan-Kerja-Dan-Solusi.diakses pada 

pukul 22 :48  WIB  pada tanggal 15 mei 2024 
7
 Lalu Husni, Op. Cit., Hlm. 133. 

8
 Pasal 99 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan juga  sudah  

tertera tanggung jawab perusahaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2019 tentang perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian 

Seperti yang tertulis pada pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan 

“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 

sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan 

program jaminan sosial yang diikuti”
9
 BPJS merupakan evolusi dari Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang didirikan pada tahun 1992. BPJS, yang 

terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, merujuk pada dua 

program jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu inisiatif jaminan 

sosial yang wajib bagi tenaga kerja, yang menyediakan layanan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan 

Jaminan Kematian (JK).
10

  

 Dengan demikian, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat 

kerja memiliki hak untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya, pihak pengusaha 

yang sering dianggap sebagai pihak yang lebih kuat cenderung mengabaikan 

perlindungan tersebut ketika terjadi kecelakaan kerja. Mereka juga tidak selalu 

bertanggung jawab terhadap biaya penggobatan atau pembiayaan yang harus 

                                                           
9
 Pasal  15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 
10

 Tim Visi Yustisia, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, cet. 1, (Jakarta: Transmedia 

Pustaka, 2014), Hlm. 8. 
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ditanggung oleh pekerja sebagai akibat dari kecelakaan kerja tersebut. Hal itu 

dikarenakan perusahaan tidak ingin rugi atau ingin mengambil untung yang lebih 

besar, meskipun undang-undang ketenagakerjaan telah mengatur kewajiban 

pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jamsostek, terhadap 

situasi dimana pengusaha harus bertanggung jawab memberikan perlindungan 

kepada pekerja yang mengalami kecelakaan keja di tempat kerja.  

Bedasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 

Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Perusahaan Berdasarkan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka sampai pada 

permasalahan yang di dapat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami 

kecelakan kerja dalam perusahaan berdasarkan undang-undang nomor. 24 

tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial?  

2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaaan akibat kecelakaaan kerja? 

C. Tujuan Penelitian    

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan 

penelitian dalam penulisan skripsi adalah : 

1) Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja  yang 

Mengalami Kecelakaan Kerja  di Perusahaan  Berdasarkan Undang-
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Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( 

BPJS ). 

2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaaan akibat kecelakaan 

kerja. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian mengenai  latar belakang dan rumusan  masalah  diatas, 

yang menjadi manfaat penelitian  dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberi  sumbangan pemikiran  dan 

pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya  hukum perdata dalam 

hal  tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami 

kecelakaan kerja di perusahaan. 

2. Manfaat Praktis  

Dengan  adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi perguruan tinggi dan dapat menjadi referensi bagi perpustakaan pada 

Fakultas Universitas Hkbp Nommensen Medan  selain itu,  dapat juga 

sebagai masukan bagi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis dalam 

ilmu hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

mengalami kecelakaan kerja di perusahaan berdasairka in undaing-undaing No. 

24 taihun 2011  tentaing Baida in  Pennyelegga ira i Jaiminain Sosiail (BPJS) Selaiin 

itu, seba iga ii saila ih saitu syaira it untuk memperoleh gela ir Sairja inai Hukum (SH) 
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Progra im Studi Ilmu Hukum ba igia in Hukum Perdaita i di Universita is HKBP 

Nommensen Meda in.  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindunga in hukum aidaila ih perlindunga in aikain hairka it dain mairtaiba it sertai 

penga ikuain terha idaip ha ik-ha ik aisaisi mainusiai ya ing dimiliki oleh subjek hukum 

berda isairka in ketentua in hukum dairi kesewenainga in aitaiu seba iga ii kumpulain 

pera itura in aitaiu kaiidaih ya ing a ikain da ipait melindungi suaitu hail dairi hail laiinnya i. 
11

Di 

Indonesia i perlindunga in hukum ya ing dimaiksud sena intiaisai didaisairi oleh Painca isilai 

seba iga ii laindaisa in idiil meski konsep perumusa innya i mengguna ikain pemikirain-

pemikirain dunia i ba ira it ya ing berkena in peneka inain konsepnya i bertumpu pa idai 

perlindunga in haik-ha ik aisaisi mainusiai denga in demikiain seca ira i sederha inai konsep 

perlindunga in hukum terha idaip pekerja i berikut haik-haik kemainusia iainnya i ba iik 

seca ira i individuail maiupun seca ira i pekerja i 

Perlindunga in hukum pulai bisa i dimaiksud sela iku seluruh usa ihai ya ing dicobai 

seca ira i saidair oleh tiaip individu aitaiupun lembaiga i pemerinta ih aita iupun swaistai 

denga in tujuain mengusaiha ikain penga imaina in, kema impuain, serta i pemenuha in 

keseja ihtera iain hidup ya ing sa imai denga in haik-haik a isaisi ya ing a idai. Paida i daisa irnya i 

perlindunga in hukum tidaik membeda ikain kaila inga in laiki-la iki aita iupun kaila inga in 

perempua in maiupun RAiS, sistem pemerintaih nega irai seba iga iimaina i ya ing suda ih 

tertua ing pa idai ura iiain UUD 1945 ainta irai laiin melaiporka in prinsip “Indonesiai 

merupa ikain nega irai ya ing berla indaisain aitais hukum (rechtsta iaif) serta i pemerintaih 

                                                           
11

 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya, Bina 

Ilmu, 1983) Hlm 38. 
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berla indaisa in aitais sistem konstitusi (hukum daisair)”,elemen pokok nega irai hukum 

merupa ikain penga ikuain sertai perlindunga in terha idaip “funda imentail right”
12

 

Menurut peneliti perlindunga in hukum  bisai dinya itaika in sebaiga ii suaitu 

laingka ih memberi raisa i aima in terhaida ip  maisya iraika it aitaiu  pihaik korbain  ya ing  

mencipta ikain ketertiba in  dain keda imaiiain. Seca irai umum, perlindunga in menga icu 

paida i upaiya i untuk menjaiga i sesuaitu dairi potensi baihaiya i, seperti kepentinga in 

baira ing, a itaiu benda i. Di sisi laiin, perlindunga in jugai melibaitkain memberi dukunga in 

kepa idai individu ya ing lebih rendaih dairi pihaik laiin. Oleh kairena i itu, ini daipait 

diinterpreta isikain seba iga ii sera ingka iia in raingka iiain diaimbil oleh pemerinta ih untuk 

menjaimin kepa istiain hukum melindungi wa irga i nega ira inya i da iri pela ingga ira in 

terha idaip haik-haik sipil mereka i, dain menega ikkain sainksi sesuaii denga in pera itura in 

ya ing berla iku.
13

 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Bentuk perlindunga in hukum seca ira i nya itai, mencaikup kebera idaia in lembaiga i 

penega ik hukum seperti kepolisiain, keja iksaia in, penga idilain, dain ba idain laiinnya i 

untuk menainga ini permaisa ilaihain tainpa i perlu mema isuki proses pera idilain a itaiu 

penyelesa iiain sengketa i seca ira i resmi. Terda ipa it airti bera iga im mengena ii hukum 

daila im perspektif maisya iraika it,  di aintaira inya i ya iitu definisi hukum ya ing sa inga it jelais 

aida ilaih a idainya i  lemba igai  ya ing berta inggung jaiwa ib mela iksainkain  penega ikain  

hukum. 

Terda ipa it duai maica im perlindunga in hukum,ya iiyu menca ikup  : 

a) Perlindunga in  Hukum Preventif 

                                                           
12

 Philious M, Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogjakarta: Gajah Mada 

University Press,2011), Hlm 10. 
13

 Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2004 
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Perlindunga in ya ing diberikain oleh pemerinta ih bertujua in untuk mencega ih 

pela ingga ira in sebelum terja idi, ya ing dia itur dailaim pera iturain-perunda ing-

undainga in untuk menghindairi pela ingga ira in dain meneta ipkain pedoma in aitaiu 

baita isain dailaim menja ilainkain kewa ijibain tertentu. 

b) Perlindunga in Hukum Represif 

Perlindunga in hukum secaira i represif menga icu pa idai tinda ikain hukum ya ing 

bertujua in untuk menega ikkain a iturain dain menghukum pelaingga irain setelaih 

terja idinya i 

Terka iit denga in  ha il  tersebut, Philips M. Ha idjon, menya itaika in baihwa isainnya i  

saira inai perlindunga in hukum terda ipait duai jenis, ya iitu 

1) Saira inai  Perlindunnga in  Hukum Preventif 

Sebaiga ii baigia in da iri perlindunga in ini, subyek hukum memiliki kesempaitain 

untuk menya impaiikain penda ipait aitaiu kebera ita in sebelum pemerinta ih membuait 

keputusain a ikhir, denga in tujuain menghinda iri konflik. Perlindunga in hukum ini 

sainga it penting baigi tindaika in pemerintaih ya ing mempertimbaingka in kebeba isain 

bertinda ik, kairena i mendorong pemerinta ih untuk bertinda ik secaira i haiti-haiti daila im 

penga imbilain keputusa in sesua ii denga in kebija ikain. Na imun, dailaim konteks 

Indonesia i, belum aida i ketentua in khusus terkaiit perlindunga i-n huikuim pre iveintif 

2) Sarana Pe irlinduingan  Hu ikuim Reipre isif 

Dalam konte iks ini, pe irlinduingan hu ikuim yang beirsifat re ipre isif be irtuijuian 

uintuik meinye ileisaikan seingke ita, yang dite irapkan me ilaluii sisteim peingadilan 

administrasi dan peiradilan uimuim di Indone isia. Konseip ini meingacu i pada prinsip 

peirlinduingan dan pe ingakuian hak asasi manu isia (HAM) se ibagai landasan bagi 

tindakan peimeirintah. Prinsip ini meingatu ir keiwajiban dan peimbatasan pe imeirintah 
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teirhadap masyarakat, se isuiai de ingan prinsip ne igara hu ikuim yang me injadi dasar 

dari pe irlinduingan hu ikuim teirhadap tindakan peime irintah. Oleih kareina itui, 

peingaku ian dan pe irlinduingan HAM me imeigang peiranan pe inting dan te irkait e irat 

deingan konse ip ne igara hu ikuim. 

B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Meinuiru it UiUi No. 11 Tahuin 2020 teintang Cipta Keirja dalam Pasal 1 angka 

(8) dise ibuitkan bahwa Teinaga Ke irja/Peike irja adalah se itiap orang yang beike irja 

deingan me ine irima gaji, uipah, atau i imbalan dalam be intuik lain. De imikian juiga U iU i 

No. 13 Tahu in 2003 te intang Ke iteinagake irjaan dalam Pasal 1 angka (2) dise ibuitkan 

bahwa Te inaga Ke irja adalah :”se itiap orang yang mampu i meilakuikan peike irjaan 

gu ina me inghasilkan barang atau i jasa  baik u intuik meime inuihi keibuituihan se indiri 

mauipuin uintuik masyarakat”
14

 

Teinaga ke irja me iruijuik ke ipada individu i-individui yang be ike irja atau i me imiliki 

poteinsi uintuik beike irja dalam suiatui organisasi, pe iruisahaan, atau i seiktor e ikonomi. 

Meire ika meinyu imbangkan keiahlian, ke iteirampilan, dan waktu i meireika dalam 

peirtuikaran uintuik kompeinsasi atau i uipah. Konseip ini meincaku ip seimuia jeinis 

peike irjaan, dari pe ikeirja manuial hingga profe isional, seirta me incakuip karyawan 

teitap, se imeintara, atau i leipas. 

Peinge irtian teinaga ke irja juiga ada dikeimuikakan oleih beibe irapa para sarjana, 

antara lain : 

1) Meinuiru it Payaman Simanjuintak, konseip teinaga keirja meincaku ip orang-

orang yang su idah atau i seidang be ikeirja, yang se idang me incari pe ikeirjaan, 

                                                           
14

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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seirta yang te irlibat dalam aktivitas lain seipe irti beirse ikolah atau i meingu iruis 

ruimah tangga.
15

 

2) Meinuiru it G. Kartasapoe itra, teinaga ke irja meiru ijuik keipada individui yang 

beike irja di seibuiah pe iru isahaan dan haru is patuih teirhadap pe irintah dan 

peiratu iran ke irja yang dite itapkan ole ih majikan. Majikan be irtanggu ing jawab 

teirhadap lingku ingan pe iruisahaan dan me imbe irikan kompe insasi beiru ipa uipah 

dan jaminan hiduip yang layak ke ipada te inaga ke irja teirse ibuit
16

. 

3) Meinuiru it A. Ridwan Halim, teinaga ke irja me incakuip seitiap individui yang 

meimiliki keimampuian uintuik meilakuikan peikeirjaan, baik dalam ataui di luiar 

huibuingan ke irja, de ingan tuijuian meinghasilkan barang atau i jasa uintuik 

meimeinuihi keibuituihan masyarakat. De ifinisi ini meincaku ip beirbagai je inis 

teinaga ke irja, te irmasuik peigawai ne ige iri yang diatu ir oleih huikuim 

keite inagake irjaan, se irta individui yang se idang me incari pe ikeirjaan.
17

 

4) Meinuiru it Chairuiddin K. Nasu ition dan Fauizi Chairuil F, teinaga ke irja adalah 

individui yang me ilakuikan peike irjaan u intuik ke ipeintingan orang lain atau i 

peiru isahaan dalam se ibuiah huibuingan ke irja, dan seibagai imbalannya 

meine irima uipah se irta jaminan hiduip lain yang wajar.
18

 

2. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Ketenagakerjaan 

Meire ika yang be irhuibuingan de ingan bisnisse ipeirti  buiruih,  manaje ir/organisasi. 

Seibagian dari ku impuilan di atas juiga dapat dimaknai seibagai  be iriku it: 

a. Peikeirja  

                                                           
15

 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,2008, Hlm. 17 
16

 Kartasapoetra G, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Bina 

Aksara, Jakarta, 1995, Hlm. 17 
17

 Halim, A. Ridwan, Pengantar Hukum Perburuhan, Bina Aksara, Jakarta, 1997, Hlm. 6 
18

 Nasution, Chairuddin K, Beberapa Masalah Mengenai Hukum Perburuhan dan 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3), Jakarta, 2003, Hlm. 2. 
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Istilah pe ikeirja dahu ilui dikeinal de ingan bu iruih. Peikeirja/bu iruih adalah individui 

yang dibe irikan pe ikeirjaan seisuiai deingan ke imampuiannya dan se ituijui dalam seibuiah 

peirjanjian ke irja, yang te ilah dise ipakati dan se isuiai deingan pe iratuiran yang beirlaku i, 

seihingga se itiap te inaga ahli dapat me inye ileisaikan hak dan ke iwajibannya se isuiai 

deingan pe irjanjian teirse ibuit,deingan ke ibeibasan dan komitmein. Peike irja/buiruih 

meilipuiti: 

1. Be irhak me ineirima u ipah. 

2. Meimeinuihi syarat u intuik cu iti/istirahat. Peiru isahaan me imiliki opsi uintuik 

meinye idiakan peirawatan dan te irapi, seirta tanggu ing jawab u intuik meinangani 

peilayanan ke iseihatan bagi pe ike irja yang meime irluikan, me injamin 

peirlinduingan bagi spe isialis yang te irke ina muisibah atau i keice ilakaan. 

b. Manaje ir/Bisnis 

Seihuibuing de ingan hal teirse ibuit Uindang-U indang meinjeilaskan  peinge irtian 

peingu isaha  yakni: 

“Seitiap jeinis uisaha, apakah leigal atau i ileigal, yang me inggu inakan te inaga 

keirja uintuik meincari ke iuintuingan atau i tidak, meimiliki teimpat dalam suiatui 

struiktuir organisasi atau i eintitas yang muingkin sah ataui tidak sah, yang 

dimiliki oleih Eixpreiss dan me ilibatkan peinggu inaan te inaga ke irja dalam 

beirbagai stru iktuir.” 

c. Peimeirintah  

Meimeinuihi adanya syarat  uintuik tamasya/istirahat. Ruimah sdakit meimiliki 

pilihan uintuik meincari peingobatan.  Peingawasan keite inagake irjaan me incaku ip 

beibe irapa aspe ik uitama: 
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1.  Meimeiriksa dan me imastikan bahwa pe idoman keirja te ilah disuisuin dan 

dilaksanakan de ingan cara yang dapat dipe irtanggu ingjawabkan. 

2. Meinye ilidiki kondisi keirja dan me ingu impuilkan informasi yang dipe irluikan 

uintuik meire incanakan pe iratuiran dan pe idoman ke irja, seisuiai de ingan harapan 

peime irintah. 

3. Hubungan Kerja 

a. De ifinisi Huibuingan Ke irja 

Huibuingan ke irja beirdasarkan peirjanjian ke irja adalah huibuingan hu ikuim yang 

teirjadi antara pe ingu isaha dan pe ikeirja/buiruih be irdasarkan pe irjanjian yang 

meimuiat syarat-syarat ke irja, hak, dan keiwajiban para pihak. Seilain itui Huisnui 

dalam Asikin beirpe indapat bahwa huibuingan ke irja ialah huibuingan antara 

buiruih dan majikan se iteilah adanya pe irjanjian ke irja, yaitu i suiatui  pe irjanjian 

dimana pihak buiruih meingikatkan dirinya pada pihak majikan uintuik beike irja 

deingan me indapatkan u ipah dan majikan me inyatakan ke isanggu ipannya u intuik 

meimpeirke irjakan si bu iruih deingan me imbayar u ipah.
19

 

b. Peirjanjian  Ke irja 

1. Peinge irtian Pe irjanjian Ke irja 

“Peirjanjian ke irja adalah suiatu i peirjanjian dimana pihak yang satui 

buiruih/peike irja, me ingikatkan dirinya u intuik di bawah pe irintah  

peingu isaha u intuik su iatui waktui te irteintui me ilakuikan pe ike irjaan de ingan 

meine irima uipah”.Be irdasarkan uindang-uindang no.13 tahuin 2003 teintang 

keite inagake irjaan, pasal 1 angka 14 me imbeirikan peinge irtian yakni 

                                                           
19

 Abdul Hakim, Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cetakan ke-4 edisi revisi, 

PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, Hlm.39. 
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“Peirjanjian ke irja adalah suiatui pe irjanjia antara pe ikeirja/bu iruih dan 

peingu isaha atau i peimbeiri keirja yang me imuiat syarat-syarat ke irja hak dan 

keiwajiban ke iduia be ila pihak”.
20

 

2. Jeinis-Jeinis Peirjanjian Ke irja 

Macam-macam pe ingatu iran ke irja adalah se ibagai beirikuit: 

a) Peirjanjian Ke irja Waktui Teirte intui (PKWT) 

Peirjanjian Ke irja Waktui Teirte intui (PKWT) adalah keise ipakatan antara 

peike irja dan pe ingu isaha yang me ingatu ir huibuingan keirja u intuik jangka 

waktui atau i speisialis teirte intui. 

b) Peirjanjian  Ke irja Waktui Tidak Te irte intui (PKWTT) 

 Peirjanjian  Ke irja Waktui Tidak Te irte intui (PKWTT) adalah je inis 

peirjanjian ke irja yang beirsifat ambigu i dan be irkeilanjuitan. Dalam 

PKWTT, muingkin te irdapat masa pe ircobaan se ilama 90 hari atau i 

diseibuit seibagai masa pe irsiapan. Se ilama masa u iji coba ini, pe ingu isaha 

beirke iwajiban u intuik meimbayar kompe insasi ke irja se itidaknya se ibeisar 

uipah minimuim yang diizinkan oleih peiratu iran. Seitiap keiseipakatan 

keirja, apakah dite itapkan seicara lisan atau i teirtuilis, haru is dibuiat dalam 

beintuik doku imein teirtuilis yang dise ipakati ole ih keiduia be ilah pihak, 

baik itui peingu isaha mau ipuin peike irja yang be irsangkuitan.
21

 

4. Perlindungan Tenaga Kerja 

Peirlinduingan te inaga ke irja meiruijuik pada seirangkaian keibijakan, atuiran, dan 

praktik yang dirancang uintuik meilinduingi hak, ke iseijahte iraan, se irta ke iamanan fisik 

dan psikologis para pe ikeirja di lingku ingan ke irja. Ini me incaku ip beirbagai aspe ik 

                                                           
20

 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 
21

 https://catapa.com/blog/4-jenis-kontrak-kerja-karyawan-yang-wajib-diketahui diakses 

pada pukul 01:53 WIB pada tanggal 25 juli 2024 
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seipe irti jaminan teirhadap diskriminasi, uipah yang adil, jam keirja yang manuisiawi, 

kondisi keirja yang aman dan se ihat, pe irlinduingan teirhadap ke ice ilakaan ke irja, hak 

uintuik beirorganisasi dan beiru inding, se irta jaminan teirhadap pe imuituisan huibuingan 

keirja yang tidak adil. Peirlinduingan teinaga ke irja beirtuijuian uintuik meinciptakan 

lingku ingan ke irja yang seitara dan aman bagi se imuia peike irja, meimastikan bahwa 

meire ika dapat be ike irja de ingan martabat dan tanpa te ikanan, se irta meimiliki akseis 

teirhadap layanan ke iseihatan dan hak-hak sosial lainnya se isuiai de ingan ke iteintuian 

huikuim yang be irlakui.
22

 

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja 

1. Pengertian Kecelakaan Kerja 

          Peinge irtian Ke ice ilakaan Ke irja me inuiruit Uindang-Uindang BPJS (Badan 

Peinye ile inggara Jaminan Sosial Keiteinagake irjaan) adalah ke iceilakaan yang teirjadi 

dalam huibuingan ke irja, teirmasu ik keice ilakaan yang te irjadi dalam peirjalanan dari 

ruimah meinuijui teimpat keirja atau i seibaliknya, dan peinyakit yang diseibabkan oleih 

lingku ingan ke irja.
23

 Ke ice ilakaan ke irja juiga  me iru ijuik pada ke ijadian yang tidak 

teirduiga dan tidak diinginkan yang te irjadi dalam konteiks peike irjaan atau i kare ina 

peike irjaan, yang me ingakibatkan ce ide ira fisik, ke iruisakan ke iseihatan, atau i bahkan 

keimatian pada pe ikeirja. Peinge irtian ini meincaku ip beirbagai situ iasi di mana peike irja 

teirlibat dalam keijadian yang me inye ibabkan ke iru isakan pada diri meire ika seindiri 

atau i pada prope irti, baik itui di teimpat keirja langsu ing, saat be irada di pe irjalanan 

dinas, atau i dalam konteiks pe ikeirjaan lainnya yang te irkait de ingan tu igas yang 

meire ika lakuikan. 

                                                           
22

 http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3394.diakses pada pukul 02 

;44 WIB  pada tanggal 11 juni 2024 
23

 Jayvenson Christopher Dellano Here Bessie dan I Made Dedy Priyanto, (2023), 

“Perlindungan Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Terkait Program Jaminan Sosial yang 

Dilakukan Oleh BPJS”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 9. 
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Peintingnya meimahami keiceilakaan keirja tidak hanya teirbatas pada aspeik 

fisik ataui meidis dari ceideira yang ditimbuilkan, teitapi juiga meincakuip dampak 

psikologis, sosial, dan eikonomi yang signifikan bagi individui, keiluiarga, dan 

masyarakat seicara luias. Di samping itui, keiceilakaan keirja juiga beirpoteinsi 

meimpeingaruihi produiktivitas dan kineirja peiruisahaan, seirta dapat meimicui 

konseikuieinsi huikuim dan administratif teirteintui teirgantuing pada reiguilasi dan 

keibijakan peirlinduingan teinaga keirja yang beirlakui di suiatui neigara. Peirlinduingan 

teirhadap keiceilakaan keirja meinuiruit UiUi No. 13 Tahuin 2003 Pasal 86 ayat (2) yang 

teilah beiruibah meinjadi UiUi No.11 Tahuin 2020 meinye ibuitkan bahwa uintuik 

meilinduingi keiseilamatan peikeirja/buiruih guina meiningkatkan produiktivitas keirja 

yang optimal diseileinggarakan keiseilamatan dan keiseihatan keirja. 

Meinuiruit UiUi No. 24 Tahuin 2011 teintang Badan Peinye ileinggara Jaminan 

Sosial (BPJS) dan UiUi No. 40 Tahuin 2004 teintang Sisteim Jaminan Sosial 

Nasional meingeinal 5 (lima) jeinis Program Jaminan Sosial meilipuiti: Jaminan 

Keiseihatan, Jaminan Keiceilakaan Keirja, Jaminan Hari Tuia, Jaminan Peinsiuin, dan 

Jaminan Keimatian. 

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja 

Ke iceilakaan ke irja adalah risiko yang dihadapi ole ih pe ikeirja saat me injalankan 

tuigas me ire ika. Te irjadinya ke iceilakaan ke irja beirhuibuingan de ingan konseip 

keise ilamatan ke irja, yang meingacu i pada ke ijadian keice ilakaan di te impat ke irja ataui 

yang se iring dise ibuit seibagai ke iceilakaan indu istri. 

Ada 4 faktor pe inye ibab te irjadinya  ke ice ilakaan ke irja yaitui : 

1. Faktor Manu isia: Teirmasuik kuirangnya ke iteirampilan ataui pe ilatihan, 

keitidakte ilitian, keile ilahan, atau i keiadaan ke iseihatan yang bu iru ik dari pe ikeirja. 
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2. Faktor Lingku ingan Ke irja: Seipeirti kondisi fisik teimpat keirja yang tidak 

aman, pe iralatan ke irja yang ru isak atau i tidak te irawat de ingan baik, 

peincahayaan atau i veintilasi yang bu iruik. 

3. Faktor be ike irja tanpa pe iralatan ke iseilamatan atau i tidak me ineirapkan 

Ke iseilamatan dan Ke ise ihatan Ke irja (K3) dalam me ilakuikan pe ikeirjaan 

diteimpat keirja. 

4. Faktor mate irilnya/bahannya/pe iralatannya :Bahan yang se iharu isnya te irbuiat 

dari be isi, akan teitapi suipaya le ibih muirah dibu iat dari bahan lainny  se ihingga 

deingan mu idah dapat me inimbuilkan keice ilakaan.
24

 

3. Akibat Kecelakaan Kerja  

Akibat keice ilakaan ke irja meiruijuik pada konse ikuieinsi ataui dampak yang 

timbuil seibagai hasil dari keijadian tidak teirduiga yang te irjadi di teimpat keirja. Ini 

meincaku ip be irbagai aspeik yang dapat me impeingaru ihi individui, ke iluiarga, dan 

lingku ingan ke irja se icara luias. 

Disamping ada se ibab su iatui keijadian ju iga akan me imbawa akibat. Akibat dari 

keice ilakaan ke irja dapat dikeilompokkan me injadi duia, yaitui:
25

 

a. Ke iruigian yang be irsifat  e ikonomis, antara  lain : 

1) Ke iruisakan/ke ihancu iran meisin, peiralatan dan bangu inan 

2) Biaya pe irobatan dan  pe irawatan korban 

3) Tu injangan ke iceilakaan  keirja 

4) Hilangnya waktu i keirja 

b. Ke iruigian yang be irsifat non-e ikonomis 

                                                           
24

 http://fresh-lookout.blogspot.com/2014/06/faktor-faktor-penyebab-kecelakaan-

kerja.html.diakses pada pukul  03 : 17 diakses pada tanggal 11 juni 2024 
25

 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2008, Hlm. 137. 
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Seicara u imuim, akibat keice ilakaan ke irja me incakuip pe indeiritaan bagi 

peike irja yang te irlibat, baik dalam beintuik luika ringan, ce ideira se iriuis, ataui 

bahkan ke imatian. Dampak dari ke iceilakaan keirja ini tidak hanya 

beirdampak bu iruik bagi peikeirja dan ke iluiarganya, te itapi juiga dapat 

meinimbuilkan keiru igian yang signifikan bagi pe iruisahaan. 

Teirhadap pe ikeirja yang ditimpa keice ilakaan ke irja dilinduingi ole ih huikuim 

beirdasarkan U indang-Uindang Ke iteinagake irjaan dan U iUi Cipta Keirja. 

De ingan pe irkataan lain peike irja yang me ingalami keice ilakaan ke irja be irhak 

meine irima ganti ru igidari peingu isaha atau i jaminan keice ilakaan ke irja dari 

peiru isahaan BPJS Keiteinagake irjaanse isuiai de ingan Uindang-Uindang No. 11 

Tahu in 2020 teintang Cipta Ke irja. 

4. Macam-Macam Ganti Kerugian Atau Jamianan Kecelakaan Kerja 

Uimuimnya, ke ice ilakaan keirja be irpoteinsi me inimbuilkan pe indeiritaan bagi 

peike irja yang te irlibat, muilai dari lu ika ringan hingga ce ideira se iriu is ataui bahkan 

keimatian. Dampaknya tidak hanya be irdampak neigatif pada pe ikeirja dan 

keiluiarganya, te itapi juiga bisa meiru igikan pe iruisahaan se icara ke iseiluiruihan. 

Bu iruih yang me ingalami dampak ke ice ilakaan ke irja dan haru is dirawat inap 

beirhak me indapatkan imbalan atau i tuinjangan. Jika ke imampuian ke irja teinaga ahli 

tidak meingu intuingkan dan be iluim pu ilih seipeinuihnya, manfaat yang dite irima dapat 

dikuirangi. Pe ine intuian apakah se iorang spe isialis dapat ke imbali beikeirja seiteilah 

keice ilakaan me imeirlu ikan peindampingan administratif dari pe inasihat khuisuis. 
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1. Kompeinsasi bagi pe ikeirja yang me ingalami ke ice ilakaan dan tidak dapat 

beike irja lagi tidak se ipeinuihnya diatuir de ingan je ilas dalam pe iratu iran yang 

beirlaku i.
26

 

2. Jika seiorang pe ikeirja meingalami cacat total fisik dan meintal yang 

meingakibatkan ke iteirgantuingan te iruis-me ineiruis pada orang lain se iteilah 

keice ilakaan, ia be irhak meindapatkan santu inan teitap seisuiai deingan ke ite intuian 

uindang-uindang. 

3. Santuinan cacat total  uintuik  se ilama-lamanya dibayarkan   se icara   

(luimpsuim) dan   se icara   beirkala   be isarnya   santu inan. 

Jaminan teirhadap ke iceilakaan ke irja be irtuijuian uintuik meinjaga ke iseijahteiraan 

peike irja dan me iningkatkan e ifisieinsi keirja de ingan meimastikan ke iamanan dan 

keise ijahteiraan te irpeinuihi. Meinuiru it Peimeirintah Pe insiuin Te inaga Ke irja (Jamsosteik), 

peinsiuin yang dike ilola pe imeirintah meiru ipakan jaminan bagi pe ike irja u intuik 

meimbeirikan pe inggantian tuinai seibagian dari gaji yang hilang atau i meimbantui 

dalam ke iadaan te irte intui. 

 

 

 

                                                           
26

 https://unair.ac.id/menilik-pemberian-kompensasi-pekerja-disabilitas-akibat-kecelakaan-

kerja/.diakses pada pukul 04:22 WIB pada tanggal 28 Juli 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang  Lingkup Penelitian 

Ruiang lingku ip  pe ineilitian ini adalah bagaimana be intuik peirlinduingan huikuim teirhadap 

peike irja  yang me ingalami keice ilakaan ke irja di pe iruisahaan be irdasarkan u indang-uindang  No. 24 

tahuin 2011 teintang Badan Peinye ileinggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan bagaimana tanggu ing 

jawab hu ikuim peiruisahaan  akibat ke ice ilakaan ke irja 

B. Jenis Penelitian 

Be irdasarkan ru iang lingkuip peineilitian diatas,  maka jeinis peineilitian yang  digu inakan 

peinuilis adalah pe ineilitian huikuim normatif yu iridis. Peineilitian normatif yuiridis adalah me itodei 

peine ilitian yang digu inakan dalam ilmui huikuim uintuik meinganalisis dan meinginte irpre istasikan 

norma-norma hu ikuim yang ada. Me itode i ini beirtuijuian u intuik me imahami, meinjeilaskan, dan 

meinafsirkan  norma-norma huikuim yang be irlakui dalam sisteim huikuim seibagai acu ian dalam 

peine ilitian keideipan. Pe ineilitian ini dilakuikan de ingan me ineiliti bahan puistaka  atau i se ikuindeir  yang 

diruimuiskan pe ineilitian normatif.
27

 

C. Metode Pendekatan 

Peindeikatan masalah meiruipakan proseis peimeicahan ataui peinye ileisaian masalah meilaluii 

tahap-tahap yang teilah diteintuikan seihingga meincapai tuijuian peineilitian
28

. Dalam peineilitian 

huikuim ini dapat beibeirapa peindeikatan yang akan diguinakan peinuilis, antara lain : 

 

a. Peindeikatan u indang-uindang ( Statu itei Approach) 

                                                           
27

 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, Hlm. 30. 
28

 Zainudin,Ali .Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 8 
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Peindeikatan ini dilakuikan deingan  me ineilaah se imuia pe iratuiran pe iruindang-uindangan yang 

teirkait de ingan masalah yang dikaji. De ingan me itodei pe indeikatan pe iratu iran pe iruindang-

uindangan  te irseibuit, yaitui peinde ikatan teirhadap uindang-uindang nomor 24 tahuin 2011 

teintang jaminan Badan Peinye ileinggaraan Jaminan Sosial (BPJS). 

b. Peindeikatan konse iptuial ( conce iptuial Approach) 

Peindeikatan ini dilakuikan deingan meingkaji pe imahaman-peimahaman dari doktrin dan 

juiga dari pandangan yang be irke imbang dalam ilmui huikuim yang lalu i dijadikan landasan 

seibagai dasar u intuik meimbuiat suiatui argu imeintasi huikuim uintuik meinjawab pe irmasalahan 

yang se idang dite iliti. Doktrin atau i pandangan akan me impeirjeilas idei-idei deingan 

meimbeirikan pe inge irtian-peinge irtian huikuim, konseip huikuim, mauipuin asas huikuim yang 

re ileivan de ingan pe irmasalahan hu ikuim. 

D. Sumber Bahan Hukum 

Adapuin  suimbeir bahan huikuim yang akan diguinakan peineiliti adalah seibagai beirikuit. 

a. Bahan Hu ikuim Primeir 

Bahan hu ikuim primeir meiruipakan bahan hu ikuim yang be irsifat au itoritatif yang artinya 

meimpuinyai otoritas, bahkan huikuim prime ir teirdiri atas pe iruindang-uindangan, catatan-

catatan re ismi ataui risalah dalam pe imbuiatan pe iruindang-uindangan, dan puituisan hakim. 

Bahan hu ikuim primeir dalam pe inuilisan ini adalah U indang-Uindang Nomor 24 Tahu in 2011 

Teintang Badan Pe inye ileinggara Jaminan Sosial (BPJS). 

b. Badan Hu ikuim Seikuindeir 

Badan hu ikuim seikuindeir  adalah  bahan huikuim yang tidak me ingikat namuin meineirangkan 

bahwa bahan hu ikuim itui beirkaitan de ingan bahan huikuim primeir. Bahan huikuim dipeiroleih 
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dari bahan pu istaka yang me ilipuiti buikui-buikui teiks, kamuis-kamuis huikuim, juirnal-juirnal 

huikuim dan pe iratuiran pe iruindang-uindangan. 

c. Bahan Hu ikuim Teirsie ir 

Bahan  hu ikuim teirsieir meiruipakan bahan huikuim peinduikuing bahan huikuim primeir dan bahan 

huikuim seikuindeir yang meimbeirikan pe inge irtian dan peinjeilasan teirhadap bahan huikuim 

lainnya se ipeirti kamuis huikuim yang akan digu inakan seibagai bahan hu ikuim. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pe ineilitian ini, peineiliti meingu impuil kan data deingan cara stu idi dokuimein ataui bahkan 

puistaka (Library Re iseiarch). Stuidi Puistaka adalah peingkajian informasi te irtuilis, meinge inai huikuim 

yang be irasal dari be irbagai su imbeir dan dipu iblikasikan se icara lu ias yang re ile ivan de ingan 

peirmasalahan yang dibahas dalam peine ilitian ini. Adapuin cara yang dilaku ikan yaitu i 

meingide intifikasi data se ikuindeir yang dipe irluikan, inveintariasi data yang seisuiai de ingan ru imuisan 

masalah, me ingu itip liteiratuir dan u indang-uindang yang be irhuibuingan de ingan mate iri peine ilitian 

yang me iruipakan langkah awal dari seitiap peine ilitian huikuim kare ina peineilitian huikuim seilalui 

beirtolak dari pre imis normatif. Stuidi dokuimein meiru ipakan tahap awal u intuik meinganalisa pokok 

peine ilitian yang akan dibahas. 

 

 

F. Analisa Bahan Hukum  

Meitodei analisa data yang digu inakan ole ih pe ineiliti  dalam pe ineilitian ini adalah me itodei 

analisis se icara ku ialitatif. Me itodei analisis data kuialitatif me iruipakan meitode i peine ilitian yang 

meinghasilkan data de iskriptif yakni de ingan me imaparkan bahan hu ikuim yang dipe irole ih seicara 

teirpe irinci uintuik meinjawab peirmasalahan isi huikuim yang dibahas. 
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